PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
UPT SD NEGERI 12 LIMAU SUNDAI KECAMATAN BATANG KAPAS
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&= PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
' DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :570/134/SD/DPMPPTSP-PS/IV /2021

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687
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TENTANG
IZIN OPERASIONAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada

penyelenggaraan pendidikan formal dan informal

dalam

memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal

dan

Informal UPT SD Negeri 12 Limau Sundai Kecamatan Batang
Kapas;

1.

2.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang -
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 538
tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten / Kota;




